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BAB  1 

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

           Residivisme merupakan salah satu permasalahan serius dalam sistem 

peradilan pidana di Indonesia. Residivis, yaitu pelaku yang kembali melakukan 

tindak pidana setelah menjalani hukuman, mencerminkan adanya kegagalan dalam 

upaya rehabilitasi dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan (LP). Tingginya 

angka residivisme menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan belum sepenuhnya 

mampu mengembalikan Narapidana menjadi individu yang taat hukum dan siap 

berintegrasi kembali ke masyarakat. Hal ini memerlukan perhatian lebih, karena 

tingginya Residivisme tidak hanya berdampak pada individu pelaku kejahatan, 

tetapi juga pada keamanan dan stabilitas sosial secara umum.Fungsi utama lembaga 

pemasyarakatan adalah melaksanakan pembinaan terhadap narapidana agar mereka 

dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi tindak pidana yang pernah 

mereka lakukan. Pada praktiknyaberbagai kendala masih dihadapi oleh lembaga 

pemasyarakatan, seperti overkapasitas, keterbatasan sarana dan prasarana, serta 

minimnya program pembinaan yang efektif. Kondisi ini sering kali membuat 

narapidana sulit mendapatkan rehabilitasi yang memadai, sehingga mereka kembali 

terjerumus ke dalam dunia kejahatan setelah dibebaskan.

           Herbert L. Packer dalam bukunya “The Umits of The Criminal Sanction” 
menyebutkan bahwa sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama 
atau terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan 
manusia itu sendiri.Sanksi pidana merupakan penjamin apabila dipergunakan 
secara cermat dan manusiawi.Sementara, sebaliknya bisa merupakan ancaman jika 
digunakan secara sembarangan dan tidak konsisten. Seseorang melakukan 
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pengulangan tindak pidana disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurang 
bekerjanya salah satu subsistem secara efektif dari salah satu sistem peradilan 
pidana (criminal justice system) di Indonesia, dan juga karna faktor ekonomi, sosial, 
budaya. Dalam KUHP Indonesia, pengulangan tindak pidana hanya dikenal dalam 
bentuk residivisme, tanpa menentukan dengan jelas berapa batasan jumlah 
pengulangan. Penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana pada awalnya 
berfungsi untuk memberikan efek jera kepada si pelaku, sehingga si pelaku akan 
berfikir lagi jika ingin melakukan perbuatan yang melawan hukum. Namun 
adakalanya si pelaku bukannya merasa jera, malah melakukan kejahatan yang 
sama, padahal secara legal yuridis dia telah dihukum karena kejahatannya. Kondisi 
ini disebut dengan pengulangan kejahatan pidana (residive).
           Stigma masyarakat terhadap orang yang pernah menjalani hukuman penjara 

juga menghambat proses reintegrasi mereka ke masyarakat. Banyak mantan 

narapidana menghadapi kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau diterima 

kembali oleh lingkungan sosialnya, yang meningkatkan kemungkinan mereka 

berperilaku menyimpang kembali. Pencegahan Residivisme bukan hanya tugas 

lembaga pemasyarakatan,banyak orang, termasuk masyarakat dan pemerintah, juga 

perlu membantu.

          Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan mengatur 

sistem pemasyarakatan Indonesia.Filosofi penjara dan lembaga pemasyarakatan 

berbeda.Dianggap bahwa sistem penjara yang lebih menekankan balas dendam dan 

penindasan tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi sosial yang bertujuan agar 

narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan 

tindak pidana, dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung 

jawab atas lingkungannya dan diri mereka sendiri. Penanganan residivis seringkali 

menimbulkan masalah terkait hak-hak manusia dalam konteks Hak Asasi Manusia 

(HAM), terutama dalam hal perlakuan selama penahanan, rehabilitasi, dareintegrasi 
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ke masyarakat. Prinsip HAM menekankan pendekatan berimbang antara 

kepentingan keamanan publik dan hak individu, termasuk hak residivis.1

          Pendekatan preventif dan refresif dalam hukum pidana sangat dibutuhkan 

untuk mencegah Residivisme. Lembaga pemasyarakatan harus tidak hanya 

memperhatikan hukuman tetapi juga mendidik narapidana untuk berperilaku baik. 

Kolaborasi antara masyarakat, aparat penegak hukum, dan lembaga 

pemasyarakatan sangat penting untuk memastikan bahwa mantan narapidana dapat 

berintegrasi kembali secara produktif dan mengurangi kemungkinan mereka untuk 

melakukan kejahatan lagi.

           Penelitian ini akan menyelidiki peran lembaga pemasyarakatan dalam 

pencegahan residivisme. Penelitian ini juga akan mengkaji program pembinaan 

yang telah dilakukan, tantangan yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan, dan 

bagaimana masyarakat dan institusi terkait mendukung upaya ini. 

Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk 

mengurangi angka Residivisme di Indonesia.

Latar belakang ini menghubungkan masalah Residivisme dengan peran 

lembaga pemasyarakatan dalam sistem hukum pidana, serta mengidentifikasi 

kendala dan pentingnya kerja sama dari berbagai pihak dalam pencegahan. 

                 1 Silalahi, J.A., & Zarzani, T.R. (2023). Implementasi Pembinaan Narapidana Dalam 
Upaya Mencegah Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam. Innovative: Journal Of 
Social Science Research, 3(4), 7731 – 7743
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B.  Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi kebijakan Lembaga kemasyarakatan terhadap 

upaya pencegahan Residivis ?

2.  Apa sajakah kendala Lembaga kemasyarakatan dalam mengurangi angka 

Residivis di kota Palembang?

C. Ruang Lingkup

             Studi ini akan melihat bagaimana lembaga pemasyarakatan berperan dalam 

mencegah Residivisme. Salah satu upaya untuk menurunkan tingkat residivisme 

adalah program pembinaan dan rehabilitasi yang ditawarkan oleh lembaga 

pemasyarakatan. Selain itu, penelitian ini akan menyelidiki bagaimana lembaga 

pemasyarakatan berfungsi untuk melaksanakan fungsi pemasyarakatan yang diatur 

dalam sistem hukum pidana Indonesia.

D. Tujuan Penelitian

             Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. mengetahui bagaimana kebijakan Lembaga pemasyarakatan dalam mencegah 

residivisme

2. mengetahui apa saja yang menjadi kendala Lembaga pemasyarakatan dalam 

mengurangi angka Residivisme dikota Palembang.

E. Manfaat Penelitian

    Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
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a. Memberikan dasar untuk memahami factor-faktor yang menyebabkan 

perilaku criminal yang berulang, sehingga mampu membantu 

pengembangan teori dalam bidang kriminologo,psikologi dan sosiologi.

b. Membantu menilai efektivitas program rehabilitasi , pembinaan 

narapidana dan system peradilan pidana yang ada.

c. Dapat memperdalam pemahaman tentang faktor-faktor yang 

mendukung resosialisasi , mantan narapidana, seperti Pendidikan , 

pekerjaan ,atau dukungan social.

2. Manfaat praktis

a. Bagi pelaku

Dengan adanya program pencegaha pelaku memiliki kesempatan untuk 

memiliki keterampilan,Pendidikan atau konseling yang membantu 

mereka hidup lebih baik di masyarakat.

b. Bagi masyarakat

Dengan menurunnya tingkat Residivisme masyarakat dapat hidup lebib 

aman dari ancaman kejahatan dan mengurangi biaya yang ditanngung 

negara untuk proses hukum.

c. Bagi system hukum dan masyarakat

Meningkatkan kredibiliitas system hukum dan mengurangi kepadatan 

penjara , dan memungkinkan untuk focus lebih besar pada rehabilitasi 

marapidana lainnya. 
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F. Kerangka Konseptual

              Didasarkan pada teori-teori yang relevan dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kemampuan lembaga pemasyarakatan untuk mencegah Residivisme, 

kerangka konseptual ini berfungsi sebagai panduan untuk memahami hubungan 

antara berbagai konsep yang akan dibahas dalam penelitian mengenai upaya 

pencegahan Residivisme melalui peran lembaga pemasyarakatan.2

1. Residivisme

Residivisme adalah ketika seseorang melakukan tindak pidana lain setelah 

menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan3. 

2. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga ini bertanggung jawab atas pembinaan dan rehabilitasi narapidana 

selama masa hukumannya, dengan tujuan utama untuk meningkatkan perilaku 

narapidana. 

3. Program Pembinaan dan Rehabilitasi

Program pembinaan adalah kumpulan kegiatan yang dirancang untuk mengubah 

perilaku narapidana melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan konseling.4

4. Teori Pemidanaan dan Rehabilitasi

a. Menurut teori pemidanaan

   2 Adami chazawi,2014, pelajaran hukum pidana bagian 2,PT Raja Grafindo, Jakarta 
hl.82.

    3 Didin sudiman,2006, masalah-masalah actual tentang pemasyarakatan,pusat 
pengembangan dapartemen hukum dan hak asasi manusia, depok.52.

    4 Barda Nawawi,2001, masalah penegakkan hukum dan kebijakan penanggulangan 
kejahatan ,Bandung.hl.73.
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hukum pidana bertujuan untuk menghukum narapidana bukan hanya untuk 

menghukum mereka, tetapi juga untuk mencegah mereka melakukan tindak 

pidana lagi melalui rehabilitasi mereka. 

b. Menurut teori rehabilitas

lembaga pemasyarakatan bertanggung jawab untuk mempersiapkan narapidana 

untuk kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik, sehingga mereka 

dapat menjalani kehidupan yang produktif dan bebas dari kejahatan. 5

5.  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Residivisme

a. Faktor internal 

termasuk keinginan narapidana sendiri, pengetahuan hukum, pendidikan, dan 

kemampuan sosial-ekonomi yang mereka pelajari selama di lembaga 

pemasyarakatan. 

b. Faktor eksternal

termasuk stigma sosial terhadap mantan narapidana, dukungan dari keluarga dan 

masyarakat, serta peluang kerja setelah narapidana keluar dari lembaga 

pemasyarakatan6. 

c. Kondisi Lembaga Pemasyarakatan

Efektivitas lembaga pemasyarakatan dalam mencegah Residivisme dipengaruhi 

oleh sarana dan prasarana pembinaan, kualitas dan kuantitas tenaga pembina, 

dan overkapasitas.

5. Reintegrasi Sosial

5 Tri andrisman,2007,hukum pidana : asas-asas dan dasar aturan umum hukum pidana 
Indonesia,bandar lampung.hl.197.    

6 Gerson W. Bawengan,2005. masalah kejahatan dengan sebab akibat, Jakarta (pradnya 
pramita).h.77.
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Reintegrasi sosial adalah proses di mana mantan narapidana kembali menjadi 

anggota masyarakat yang berfungsi secara sosial dan tidak lagi melakukan tindak 

pidana7.

F. Review Studi Terdahulu

             Penelitian tentang Residivisme dan peran lembaga pemasyarakatan telah 

banyak dilakukan, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Berikut ini 

adalah beberapa studi terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini:

No Judul skripsi Universitas Tahun Nama 

peneliti

Rumusan masalah 

1. Pengulangan 

kejahatan atau 

Residivis 

dilembaga 

kemasyarakatan 

kelas 1 

makasar8

Uin 

alunuddin 

makasar 

2014 M. wahyu 

dramasya

1. bagaimana 

pengaturan hukum 

dan undang-undang 

tentang Residivis?

2. apa faktor yang 

mempengaruhi 

narapidana menjadi 

Residivis?

                 7 La patuju, Residivis dalam persfektif sosiologi hukum.2014
 8M. Wahyu dramarsya Pengulangan kejahatan atau Residivis dilembaga 

kemasyarakatan kelas 1 makasar,makasar,uin alunuddin makasar. 2014.
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2. Efektivitas 

pertanggungan 

jawaban pidana 

terhaadap 

Residivis di 

pengadilan 

negeri 

semarang9

Universitas 

negeri 

semarang

2022 Fikri yasril 

guci

1. bagaimana 

pertanggungjawaban 

pidana Residivis di 

pengadilan negeri 

semarang?

2. seberapa efektif 

pertanggungjawaban 

pidana Residivis di 

pengadilan negeri 

semarang?

3. Dinamika 

psikologis 

terhadap 

perilaku 

Residivis10

Uin maulana 

malik 

Ibrahim 

malang

2019 Hidayyatul 

aziza

1.bagaimana 

dinamika psikologis 

terhadap perilaku 

Residivis?

2. apa saja faktor-

faktor yang 

melatarbelakangi 

seorang narapidana 

menjadi Residivis?

9  Fikri yasril guci ,Efektivitas pertanggungan jawaban pidana terhaadap Residivis di 
pengadilan negeri semarang,universitas negeri semarang,2022.

10 Hidayyatul aziza, dinamika osikologis terhadap perilaku Residivis, uin maulana malik 
Ibrahim malang,2019.
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Keaslian judul dapat dipertanggung jawabkan meskipun ada kemiripan judul 

dengan penelitian lain. Adapun kemiripan dan perbedaan penelitian terdahulu 

dengan judul yang saya ambil sebagai berikut

1. Judul “Pengulangan kejahatan atau Residivis dilembaga kemasyarakatan kelas 1 

makasar “ perbedaan penelitian m, wahyu dramarsya dengan penelitian saya 

pada rumusan masalah yang membahas tentang bagaimana pengaturan hukum 

undang-undang mengenai Residivisme dan faktor yang mempengaruhi 

narapidana menjadi Residivisme.

2. Judul “Efektivitas pertanggungan jawaban pidana terhaadap Residivis di 

pengadilan negeri semarang. Yang membedakan penelitian fikri yasril guci yaitu 

bagaimana pertanggung jawaban pidana di pengadilan negeri semarang dan 

seberapa efektif peratnggungjawaban pidana residvis di pengadilan negeri 

semarang.

3. Judul “Dinamika psikologis terhadap perilaku Residivis” yang membedakan 

penelitian hidayattul aziza yaitu penelitian tersebut membahas bagaimana 

dinamika psikologis terhadap perilaku Residivis dan apa saja faktor-faktor yang 

melatarbelakangi seorang narapidana menjadi Residivis.

      Penelitian ini berfokus pada upaya pencegahan Residivisme yang 

dilakukan oleh Lembaga pemasyarakatan di kota Palembang. Beberapa 

penelitian terdahulu juga membahas topik yang serupa, tetapi dengan fokus yang 

berbeda , baik dari segi Metode,aspek,wilayah dan rumusan masalah. Penelitian 

ini berusaha melengkapi temuan sebelumnya dengan memberikan perpektif baru 

tentang efektivitas pencegahan Residivisme di konteks lokal kota Palembang.
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G. Metode Penelitian

             Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan 

kualitatif. Metode ini dipilih untuk menganalisis peran lembaga pemasyarakatan 

dalam mencegah Residivisme.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, atau penelitian hukum yang 

menggunakan data primer dari lapangan untuk memahami bagaimana peran 

Lembaga pemasyarakatan dalam mencegah Residivisme.11

2. Sumber Data

a. Data Primer 

Dalam penelitian ini, narasumber seperti,petugas Bimkes akan diwawancarai. 

Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan pemahaman langsung 

tentang seberapa efektif program pembinaan dan masalah yang dihadapi dalam 

pencegahan residivisme.

b.Data Sekunder 

Data sekunder terdiri dari literatur hukum, dokumen resmi, laporan tahunan 

lembaga pemasyarakatan, undang-undang yang relevan (seperti Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan), dan penelitian 

sebelumnya yang relevan.

3. Analisis data

a. Analisis Kualitatif 

11 Johny Ibrahim,2012, teori dan metodologi penelitian hukum empiris bayu media 
publishing. Surabaya.
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Data dari wawancara dan observasi akan dianalisis secara kualitatif dengan 

menggunakan metode deskriptif-analitis. Peneliti akan mengidentifikasi tema-

tema kunci yang muncul dari data, seperti efektivitas pembinaan, kendala 

program, dan dukungan reintegrasi sosial.

sanakan12

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara 

Petugas pemasyarakatan, narapidana, dan tokoh masyarakat adalah kelompok 

yang berhubungan langsung dengan pembinaan narapidana dan Residivisme.

b. Observasi 

Peneliti juga akan melakukan observasi langsung di  lembaga pemasyarakatan 

yang dijadikan lokasi studi untuk memahami bagaimana program pembinaan 

dijalankan.

6. Dokumentasi

Pengumpulan dokumen resmi seperti peraturan, laporan tahunan lembaga 

pemasyarakatan, dan statistik mengenai residivisme

                         

 

12 Bambang wahyo,2002. Penelitian hukum dalam praktek , jakarta, sinar grafika . hl.15.
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H. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluam 

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian. Bagian ini juga menjelaskan 

pentingnya penelitian terkait Residivisme dan peran lembaga pemasyarakatan 

dalam pencegahan kejahatan berulanng

Bab II : Tinjauan pustaka

Bab ini berisi penjelasan tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian, 

teori-teori yang relevan, dan review dari studi terdahulu yang mendukung analisis 

penelitian. Topik yang dibahas termasuk definisi Residivisme, peran lembaga 

pemasyarakatan, teori pemidanaan, dan reintegrasi sosial.

Bab III : Hasil penelitian dan pembahasan

Bab ini membahas hasil penelitian dan temuan yang didapat dari data dokumentasi, 

observasi, dan wawancara. Selain itu, bab ini membahas efektivitas program 

pembinaan lembaga pemasyarakatan, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

residivisme, dan peran lembaga pemasyarakatan dalam pencegahan residivisme. 

Bab IV : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan oleh 

peneliti. Saran ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga 

pemasyarakatan, pemerintah, dan masyarakat dalam meningkatkan upaya 

pencegahan Residivisme.
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